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A. LatarBelakang

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kerentanannya terhadap bencana ini disebabkan oleh faktor geografis, geologis, dan hidrologis yang kompleks. Untuk itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terkoordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
PembentukanBPBDdiIndonesiaberawaldariditerbitkannyaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada 26 April 2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawabbersamaantarapemerintahpusat,pemerintahdaerah,masyarakat, danduniausaha.Dalampasal18,undang-undanginimengamanatkanpembentukan BPBD di setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
Sebelum adanya BPBD, penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan secara ad hoc oleh berbagai instansi tanpa koordinasi yang jelas. Dengan adanya BPBD, diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terencana, antisipatif, terpadu, dan menyeluruh.
SeiringdiberlakukannyaotonomidaerahberdasarkanUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenanganluasdalammengatururusanpemerintahan,termasukpenanggulangan bencana. BPBD sebagai perangkat daerah menjadi ujung tombak dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan ini, BPBD tidak hanya bertanggung jawab dalam tanggap darurat tetapi juga proaktif dalam pencegahan dan mitigasi.




Namun,implementasitanggungjawabinitidakselaluberjalanmulus.Banyak BPBD di tingkat kabupaten/kota yang masih kesulitan dalam menyusun rencana kontingensidanmitigasikarenaketerbatasankapasitassumberdaya
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manusiaserta belum optimalnya perencanaan kebijakan berbasis risiko. Akibatnya, respon terhadap bencana masih sering bersifat reaktif ketimbang preventif.
Menurut BNPB, hanya sekitar 40% BPBD kabupaten/kota yang memiliki dokumen kajian risiko bencana yang lengkap dan terbarui.1 Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana di banyak daerah masih belum berbasis data yang akurat.
BPBD memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, yang meliputi :
1. Pencegahan dan Mitigasi: Melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencanamelaluipendidikan,pelatihan,danpenyuluhankepadamasyarakat.
2. Kesiapsiagaan:Meningkatkankesiapanmasyarakatdanpemerintahdaerah dalam menghadapi bencana melalui simulasi dan penyusunan rencana kontingensi.
3. Tanggap Darurat: Melaksanakan operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca bencana dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
Meskipun telah memiliki dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas, BPBD menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain:
1. Keterbatasansumberdaya:Kekurangandana,personel,danperalatanyang memadai untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara optimal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat: Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasimasyarakatdalamkegiatanmitigasidankesiapsiagaanbencana.
3. Koordinasi yang belum optimal: Kurangnya sinergi antara BPBD dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Bencana alam merupakan hal yang bersifat darurat sehingga tidak mungkin utuk dihindari. Kehidupan masyrakat medan yang kadang sering terjadi bencana alam, seperti meluapnya Sungai Deli, Longsor, dan Banjir yang tidak terkendali. Kebakaranrumahpenduduk.Seringmenimbulkaneksesnegatifyangtidak terkendalisehingga.Banyakmasyarakatyangmemanfaatkansituasiyangyangada untuk memungut sumbangan kepada masyarkat, baik kerumah-rumah, maupun masyarkat pelintas di Jalan raya tanpa izin dari yang berwenang.
BPBD daerah kota medan sering melihat dan sering juga terjadi gesekan antar pemungut sumbangan, dan bahkan ada yang bersifat memaksa untuk memberikan sumbangan. Setelah peneliti amati selama Peneliti berdias di BPD Kota medan. Sehingga Penulis membuat suatu asumsi bahwa ini tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul” Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota MedanNomor2Tahun2018TentangIzinMemungutSumbangandiWilayah BPBD Kota Medan”.

B. RumusanMasalah
Adapunyangmenjadirumusanmaslahdalampenelitianiniadalah:
1. Bagaimanapengaturantentangpemeberianizinsumbanganpadasaatbencana alam oleh BPBD Kota Medan?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab masyarakat memugut sumbangan pada saat terjadi bencana alam di Kota Medan?
3. Bagaimana solusi yang diberikanapabila ada pemungutan sumbangan saat bencana alam alam tanpa izin di Kota Medan?

C. TujuanPenelitian
Berdasarkan rumusan maslah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di UMN AL-Washliyah
2. Menganalisispengaturantentangpemeberianizinsumbanganpadasaat bencana alam oleh BPBD Kota Medan.
3. Menganalisisfaktor-faktorpenyebabmasyarakatmemugutsumbanganpada saat terjadi bencana alam di Kota Medan.
4. Menganalisissolusiyangdiberikanapabilaadapemungutansumbangan saat bencana alam alam tanpa izin di Kota Medan.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahuipengaturantentangpemeberianizinsumbanganpadasaat bencana alam oleh BPBD Kota Medan.
2. Mengetahuifaktor-faktorpenyebabmasyarakatmemugutsumbanganpada saat terjadibencana alam di Kota Medan.
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3. Mengetahuisolusiyangdiberikanapabilaadapemungutansumbangan saat bencana alam alam tanpa izin di Kota Medan.
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